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Pada hari ini, Selasatanggaltujuhbulan Junitahun Dua Ribu DuaPuluhDua, yang
bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ansofino, M.Si . Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat
(UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor
di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan
Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Jabatannya serta sah mewakili
Universitas PGRI  Sumatera  Barat,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Mukodi, M.S.I. . Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan limu
Pendidikan PGRI Pacitan, berkedudukan di
Jalan Cut Nya Dien No 4A Ploso
Pacitan,dalamhalinibertindakuntuk dan
atasnamaSekolah Tinggi Keguruan dan
limu Pendidikan PGRI Pacitan yang
selanjutnyadisebutPIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
sepakat melakukan kerjasama secara kelembagaan dalam bidang pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan program merdeka belajar kampus merdeka, serta bidang lain yang
dipandang perlu dan disepakati bersama tanpa mengganggu pelaksanaan tugas
pokok serta menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada institusi
masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.
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BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) PARA PIHAK sepaham dan sepakatbahwa Perjanjian Kerjasama yang
diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling
menguntungkan.

(2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini bertujuan
untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kualitas potensi sumber daya
yang dimiliki, dan implementasi program merdeka belajar kampus merdeka
untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

Bidang pendidikan,

Bidang penelitian,

Bidang pengabdian kepada masyarakat,
Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
Program merdeka belajar kampusmerdeka,
Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
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BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

a.

PIHAK KESATU berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau
seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, program merdeka belajar
kampus merdeka, dan bidang lain sesuai kesepakatanyang dilaksanakan di
PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan
bersama.

PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,peningkatan kualitas sumber
daya manusia, program merdeka belajar kampus merdeka, dan bidang lain
sesuai kesepakatankepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu
sebelum pelaksanaankegiatan.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau
seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, program merdeka belajar
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kampus merdeka, dan bidang lain sesuai kesepakatanyang dilaksanakan di
PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan
bersama.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat,peningkatan kualitas sumber
daya manusia, program merdeka belajar kampus merdeka, dan bidang lain
sesuai kesepakatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu
sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal2 PARAPIHAK dapat
mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,

(2) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK
KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,

(3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau
realisasi kerjasama ini, setidak-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini diatur
lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanan kegiatan menurut ketentuan
yang berlaku dan disepakati bersama dengan PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan
PARA PIHAK dan melakukan koordinasi rencana perpanjangan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

(1) Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak
seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan
pemerintah dibidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang
disetujui PARA PIHAK.
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(2) Dalam hal terjadi Force Majeure,PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban
melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(3) ApabilaterjadiForce MajeurePARA PIHAK harus menginformasikan secara
tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya Force Majeure.
Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam,
maka Force Majeure dianggap tidak terjadi.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas itikad baik PARA PIHAK
untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan
masing-masing dengan sebaik-baiknya.

(2) Segala perbedaan pendapat dan sengketa yang mungkin terjadi dalam
pelaksanaan akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian
dan dibicarakan kembali oleh PARA PIHAK, serta akan dibuat addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

(4) Pembatalan dan atau Perubahan terhadap Kerjasama ini hanya dapat dilakukan
atas dasar kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap
2 (dua) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
diberikan kepada masing-masing pihak.

Ditandatangani di : Kediri

Pada tanggal 07 Juni 2022
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Rektor Ketua
Universitas PGRI Sumatera Barat Sekolah Tinggi Keguruan dan limu Pendidikan
PGRIRaci

A\_ Fiblamen 4 dadt 4




